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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan 

gas bumi ke depan bertujuan mendorong peningkatan 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; 

b.  bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, 

Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi belum 

mengarah pada paradigma baru pengelolaan data sebagai 

infrastruktur dan peningkatan kualitas data minyak dan 

gas bumi; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 
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tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data 

Minyak dan Gas Bumi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 
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Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN 

DATA MINYAK DAN GAS BUMI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas 

Bumi. 

2. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur 

atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, 

lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh 

dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk 

batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk 

padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan 

dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 

3. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon 

yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer 

berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan 

Minyak dan Gas Bumi. 

4. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi 

pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang 

berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk 
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memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak 

dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja. 

5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh 

informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan 

dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas 

Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. 

6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan 

untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah 

Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan 

penyelesaian sumur, pembangunan sarana 

pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk 

pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di 

lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 

7. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah 

Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan 

Eksplorasi dan Eksploitasi.  

8. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum 

Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai 

Wilayah Kerja. 

9. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan 

informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka 

(digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, 

percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat 

dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi 

Minyak dan Gas Bumi. 

10. Data Umum adalah Data mengenai identifikasi dan letak 

geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas 

Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi. 

11. Data Dasar adalah Data mengenai deskripsi atau besaran 

dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan 

geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan 

produksi. 

12. Data Olahan adalah Data yang diperoleh dari hasil 

analisis dan evaluasi Data Dasar. 
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13. Data Interpretasi adalah Data yang diperoleh dari hasil 

interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan. 

14. Metadata adalah katalog dari Data yang berisi informasi 

mengenai suatu Data mencakup antara lain teknikal, 

lingkup dan batasan Data. 

15. Studi Bersama (joint study), yang selanjutnya disebut 

Studi Bersama adalah kegiatan yang dilakukan bersama 

antara badan usaha atau bentuk usaha tetap dengan 

direktorat jenderal minyak dan gas bumi dalam rangka 

penawaran langsung wilayah kerja minyak dan gas bumi 

dengan melakukan inventarisasi, pengumpulan, 

pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi 

Minyak dan Gas Bumi. 

16. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau 

bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan 

Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan 

Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

17. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap 

yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan 

Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan 

Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

18. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan 

hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, 

terus-menerus dan didirikan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

19. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan 

dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Republik Indonesia. 
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